BAB Il
PENUTUP

A. Kesimpulan
Dari penelitian dan Analisa Bab 11, dapat disimpulkan bahwa:

1. Investor yang melakukan transaksi melalui pialang yang tidak berizin tetap
memperoleh perlindungan hukum.

2. Bentuk perlindungan yang dapat diberikan kepada investor yang
menggunakan jasa pialang berjangka tidak berizin adalah perlindungan
secara prefentif yaitu dengan pemblokiran website secara berkala dengan
koordinasi Kementrian Informasi dan Komunikasi bersama dengan
Bappebti, sosialisasi dan edukasi, serta memberikan pengumuman entitas
illegal melalui siaran pres kepada investor. Perlindungan secara reprefisnya
adalah investor dapat menuntut pembatalan perjanjian jual beli dan
menuntut ganti rugi kepada Binomo apabila investor mengalami kerugian.

B. Saran

Berdasarkan penelitian dan kesimpulan yang didapatkan di atas, saran
dari penulis adalah Bappebti harus lebih sigap dan proaktif dalam mengatasi
pialang illegal yang beredar di Indonesia dengan berbagai inovasi serta
melakukan studi banding dengan negara lain dalam hal untuk memberikan

kepastian hukum kepada investor.

54



55

Penulis menyarankan agar terciptanya kepastian hukum serta
perlindungan hukum bagi para investor maka diperlukan pembentukan regulasi
terkait dengan perdagangan berjangka komoditi dengan sistem binary option,
sehingga dapat memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi
masyarakat, serta mengadakan penyuluhan secara berkala dan konsisten kepada

masyarakat mengenai perdagagangan berjangka komoditi.
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